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ABSTRAK  
Dianita Lestari ( B 111 13 120), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor; 
739/Pid.B/2015/PN.Mks). Dibimbing oleh H.M Said Karim sebagai 
Pembimbing I dan Abd. Asis sebagai Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hokum pidana 
materill terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan untuk 
mengetahui pertimbangan hokum majelis hakim dalam menjatuhkan 
hukuman dalam Putusan Nomor 739/Pid.B/2015/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di Pengadilan 
Negeri Makassar mengunakan teknik pengumpulan data dengan cara 
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Penerapan hukum pidana 
materiil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan 
dalam jabatan yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana 
diatur dalam pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 
sudah tepat. Hal itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, 
alat bukti dan keterangan para saksi. Serta terdakwa dianggap sehat secara 
jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 2). Pertimbangan Hukum oleh Majelis  Hakim dalam 
menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 739/Pid.B/2015/PN.Mks di nilai 
sudah tepat. Selain itu, kenyataan yang diperolah dari persidangan bahwa 
terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya sehingga hukuman selama 
7 ( bulan ) dirasa sudah tepat mengingat terdakwa tidak menikmati hasil dari 
kejahatan tersebut. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada 
suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-
kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahan status diri. 
Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi , walaupun 
tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari 
dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak 
pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering 
dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan 
atau manusia lain. Hal seperti itu kana menimbulkan suatu akibat negatif 
yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.  
Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu 
perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengikat warga 
negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa 
untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa 
diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum 
dimana pelakunya dinyatakan salah oleh putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap.  
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Hukum mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat, 
yaitu pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua sebagai 
sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan ketiga sebagai 
sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. 1 
Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan atau 
pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang Republik Indonesia  ( 
selanjutnya disingkat UURI ) sebagai perbuatan yang membahayakan 
suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk 
melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana 
bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, 
berarti indang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas 
kepentingan-kepentingan hukum tersebut. 
Perkembangan tindak kriminal seiring berkembangnya zaman 
semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan 
zaman yang semakin canggih sehingga modus tindak pidana tersebut 
pun semakin canggih. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi 
berbagai pihak/oknum untuk melakkan atau menghalalkan segala cara 
yang dapat berimbas pada kerugian dari segi kekayaan yang akan 
diderita oleh seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut.  
Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena kompleks 
pemahamannya juga berbeda sehingga pendapat terhadap kejahatan 
                                                          
1 Teguh Prasetyo, 2011, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Penerbit Nusa Media : Bandung. 
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dan pelanggaran sering kali berbeda. Suatu perbuatan yang dibentuk 
menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang 
lataran dianggap sebagai perbuatan yang dapat mengancam 
kepentingan hukum. Penaggulangan kejahatan dengan mengunakan 
sanksi pidana merupakan cara paling tua, setua peradaban manusia itu 
sendiri. 
Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat 
reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Beberapa studi 
terhadap reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini ternyata menunjukan 
hubungan yang signifikan antara reaksi masyarakat dengan terjadinya 
kejahatan. 
Berbagai tindak pidana yang terjadi dimasayarakat, salah satu 
yang sering terjadi ialah tindak pidana pengelapan. Tindak pidana 
penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu 
kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena 
lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus 
penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukan semakin  
tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.  
 Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering 
sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan 
masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan 
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tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di 
Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. 
Penyalahgunaan Kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur 
tindak pidana pengelapan ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab 
Undamg-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan 
KUHPidana) (Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan 
ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) 
dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).  
Berdasarkan latar belakan tersebut, maka penulis tertarik untuk 
memilih judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Penggelapan dalam Jabatan ( Studi Kasus Putusan Nomor 
739/Pid.B/2015/PN.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim Terhadap Tindak 
Pidana Penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 
739/Pid.B/2015/PN.Mks? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku 
tindak pidana penggelapan dalam jabatan. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 
739/Pid.B/2015/PN.Mks .  
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini yaitu: 
1. Agar hasil dari penulisan inii memberikan manfaat teorotis bagi 
kemajuan ilmu pengetahuan khususnya, ilmu hukum pidana 
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. 
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk lebih meneliti 
lebih lanjut tentang masalah dalam penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1.  Pengertian Hukum Pidana 
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal dengan istilah 
strafbaarfeit  yang memiliki arti yaitu peristiwa yang dapat dipidanakan 
atau perbuatan yang dapat dipidanakan. Tindak pidana merupakan suatu 
istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, 
sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana. 2 
Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak 
pidana atau perbuatan pidana atau  peristiwa pidana, dengan istilah:3 
1. Strafbaar feit adalah peristiwa pidana 
2. Strafbare handlung digunakan oleh para sarjana hukum pidana di 
jerman yang memiliki arti perbuatan pidana. 
3. Criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. 
 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-  
peristiwa kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas 
                                                          
2 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 
hlm 25. 
3 ibid 
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untuk dapat memisahkan  dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam 
keidupan masyarakat. 
Beberapa Pengertian Hukum Pidana menurut beberapa ahli: 
 Moeljatno mengemukakan bahwa: 4 
Tindak Pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan  dimana disertai ancaman (sanksi) pidana 
tertentu bagi siapa saja yang melanggar laranggan tersebut. 
 
 Utrecht mengemukakan bahwa Hukum pidana merupakan hukum 
sanksi istimewa, hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya 
dilekatkan sanksi pidana. 5 
 
 Van Hattum  mengemukakan bahwa: 6 
Asal usul dan perkembangan sanksi atau hukum, dimulai dari 
pelaksanaan balas dendam yang bersifat partikulir ( Private 
wraakoefening ) sampai dengan sanksi yang bersifat publik yang 
dijatuhkan oleh pemerintah. 
 
 S.R Sianturi mengemukakan bahwa: 7 
Tindak pidana sebagai suatu tindakan pada,tempat,waktu, dan 
keadaan tertentu yang dilarang ( atau diharuskan ) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, 
serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ( yang 
bertanggung jawab ). 
 
 Pompe mengemukakan bahwa: 8  
Tindak pidana atau Strafbaarfeit sebagai suatu pelanggaran norma 
( gangguan terhadap tertib hukum ) yang dengan sengaja ataupun 
dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
                                                          
4 Ibid hlm 25. 
5 Abidin, Andi Zainal, 2007, Hukum Pidana 1. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5. 
6 Ibid hlm 5 
7 Amir Ilyas, op.cit hlm 22  
8ibid. hlm 20 
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penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum. 
 
 Simons mengemukakan bahwa: 9  
 
Tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang 
dapat dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
 
Aturan umum hukum pidana dimuat dalam Buku I  KUHPidana 
menjelaskan berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang besifat dan 
berlaku umum dalam hal dan berhubungan dengan larangan perbuatan-
perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam Buku II (kejahatan) dan 
Buku III (pelanggaran). 
Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang 
dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang 
disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan 
tersebut. Perbuatan-perbuatan yang ditentukan sebagai laragan pada 
garis besarnya terdiri dari dua golongan yaitu yang pertama perbuatan 
aktif yang biasa disebut dengan perbuatan materiil dan yang kedua yaitu 
perbuatan pasif atau negatif.10 
Perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang untuk 
mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan nyata dari tubuh atau dari 
                                                          
9 Ibid 
10 Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana I. Rajawali Pers, Jakarta. hlm 5 
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bagian tubuh orang, misalnya dengan memukul dengan tangan atau 
menyepak dengan kaki. Sementara itu perbuatan pasif sesungguhnya 
berari tidak melakukan perbuatan secara fisik, dimana hal tersebut justru 
melanggar suatu kewajiban hukum karena dituntut bagi yang 
bersangkutanuntuk melaksanakan perbuatan tertentu.11 
2. Unsur Tindak Pidana 
Pada Hakikatnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-
unsur fakta oleh pembuatnya, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditumbulkan karenanya. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan 
setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu pertama dari sudut teoritis 
dan yang kedua dari sudut undang-undang. Teoritis berasal dari para ahli 
sedangkan sudut undang-undang berasal dari pasal-pasal peraturan 
undang-undang yang ada. 
a.  Unsur Tindak Pidana Menurut Sudut Teoritis 
 Simons12 mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah perbuatan 
melawan hukum yang berkitan dengan kesalahan seseorang yang 
mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud ialah 
kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan cuppa 
late (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut beliau mencampur unsur-
unsur perbuatan pidana yang meliputi perbuatan dengan sifat 
melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang 
mencakup kesengajaan, kealpaan serat kelalaian dan kemampuan 
bertanggung jawab. 
 
                                                          
11 Ibid. hlm 4 dan 5 
12 H.A. Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 224 
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 Moeljatno mengemukakan unsur tindak pidana ialah13 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang ( oleh aturan hukum ); 
c. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar ). 
 
 R. Tresna mengemukakan, Tindak Pidana terdiri dari unsur-unsur 
yaitu:14 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan ( manusia ); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
 
 Vos mengemukakan Tindak Pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu:15 
a. Kelakukan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan perundang-undangan. 
Dapat dilihat dari ketiga unsur yang dijelaskan tidak ada 
perbedaan,yaitu bahwa pidana itu adalah perbuatan manusia yang 
dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam pidana bagi yang 
melakukannnya.  
 Jonker mengemukakan Tindak Pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu b  
:16 
a. Perbuatan ( orang yang ); 
b. Kesalahan ( yang berhubungan dengan ); 
c. Kesalahan ( yang dilakukan oleh orang yang dapat ); 
d. Dipertanggungjawabkan. 
 
                                                          
13 ibid 
14 ibid 
15 ibid 
16 ibid 
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 Sementara itu, Schravendijk mengemukakan unsur-unsur sebagai 
berikut:17 
a. Kelakuan ( orang yang ); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang ( yang dapat ); 
e. Dipersalahkan/kesalahan. 
Walaupun dari kedua rumusan diatas tampak berbeda-beda, 
namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu: tidak memisahkan antara 
unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai 
orangnya.18 
b. Unsur Tindak Pidana dalam UU 
Buku II KUHPidana ( memuat rumusan-rumusan perihal tindak 
pidana yang masuk dalam kelompok kejahatan. Dan Buku III mengatur 
tentang pelanggaran. Dalam KUHPidana terdapat rumusan-rumusan 
tindak pidana diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu: 19 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.  
                                                          
17 ibid 
18 Ibid. 
19 Ibid. hlm 81 sampai dengan 83. 
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Kesebelas unsur tersebut, diantaranya ada dua unsur yakni 
kesalahan yang melawan hukum yang termaksud unsur subyektif, 
sedangkan selebihnyan berupa unsur obyektif. Unsur subyektif ialah 
semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin 
orangnya sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang berada di 
luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai 
perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang 
melekat pada sebuah objek tindak pidana.20 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
a. Menurut Sistem KUHPidana 
Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan 
pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan atara 
keduanya adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Kriteria 
lagi yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum 
dan juga menimbulkan bahaya secara kongret, sedangkan pelanggaran 
itu hanya membahayakan in abstacto saja. 21 
b. Menurut Cara Merumuskanya 
Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan semedikian 
                                                          
20 ibid 
21 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 
hlm 28 
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rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan 
adalah melakukan sebuah perbuatan tertentu. Perumusan Tindak pidana 
formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu 
akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, 
melainkan semata-mata pada pembuatannya. 22 
Sebaiknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan 
adalah menimbulkan akibat yang dilarang.oleh karena itu, siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan 
dan dipidana. Begitu pula untuk selesainya tindak pidana materil, tidak 
bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi 
sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 
c. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya 
Dibedakan antara tindak pidana sengaja ( dolus ) dan tindak 
pidana tindak dengan sengaja ( culpa ). Tindak pidana sengaja adalah 
tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur 
kesengajaan.  
Kesengajaan yang dimaksud ialah, si pelaku memang benar-benar 
menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan 
kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si 
pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu 
                                                          
22 Ibid hlm 28 
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pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan 
dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya 
mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi. 
 Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang 
dalam rumusannya mengandung ketidaksengajaan atau Kelalaian. 
Kelalaian merupakan perbuatan yang tidak disengaja akan tetapi 
merupakan perbuatan yang terjadi karena kurang perhatian terhadap 
objek yang dilindungi oleh hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang 
diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peraturan 
hukum, dan merupakan suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana.23 
d. Berdasarkan Macam Perbuatannya 
Dibagi menjadi tindak pidana aktif/positif disebut juga dengan 
tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga 
dengan tindak pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yan perbuatannya berupa 
perbuatan aktif, perbuatan aktif merupakan perbuatan yang untuk 
mengwujudkannya disyaratkan adanya erakan dari anggota tubuh orang 
yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif terbagi menjadi dua yaitu 
tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.24 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya 
                                                          
23 Ibid hlm 30 
24 Idid hlm 30 
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Dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus-menerus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat 
terwujud dalam waktu singkat disebut dengan aflopende delicten. 
Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan semedikian rupa sehingga 
terjadi tindak pidana yang berlangsung lama  dan berlangsung terus-
menerus disebut dengan voordurende dellicten.25 
f. Berdasarkan fungsinya 
Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana 
khusus.Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dibuat 
dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pada hukum materil ( Buku 
II dan Buku III ). Semetara itu Tindak Pidana khusus adalah semua 
Tindak Pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana.26 
g. Dilihat dari sudut subjeknya  
Dibedakan antar tindak pid ana communia ( tindak pidana yang 
dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak 
pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas 
tertentu).27 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan 
                                                          
25 Ibid hlm 31 
26 Ibid hlm 32 
27 ibid 
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Dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana biasa dan tindak 
pidana aduan. Tindak pidana biasa ialah tindak pidana yang untuk 
dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan 
adanya pengaduan yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak 
pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu 
adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.28 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan 
Karena faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman 
pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau 
yang diperingan itu menjadi lebih ringan daripada bentuk pokoknya. 29 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi 
Sistematika pengelompokan Tindak Pidana dalam KUHPidana 
didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.  Untuk melindungi 
kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan 
terhadap keamanan Negara (Bab I KUHPidana ), untuk melindungi 
kepentingan hukum bagi kelancaran tugas tugas bagi penguasa umum, 
dibentuk kejahatan bagi penguasa umum (Bab VIII KUHPidana) , untuk 
melindungi kepentinganterhadap hak kebendaan dibentuk tindak pidana 
                                                          
28 ibid 
29 Ibid hlm 33 
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pencurian (Bab XXII KUHPidana ) penggelapan (Bab XXIV 
KUHPidana), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHPidana). 30 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan 
Terbagi menjadi Tindak Pidana tunggal dan Tindak Pidana 
berangkai. Tindak Pidana tunggal adalah Tindak Pidana yang 
dirumuskan semedikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya 
tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup satu kali perbuatan 
saja.  
Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa. Sehingga untuk dipandang sebagai 
selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara 
berulang.31     
B. Tindak Pidana Penggelapan 
1. Pengertian  Tindak Pidana Pengelapan 
Pengelapan diatur daam buku II KUHPidana dalam Bab XXIV. 
Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan 
menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih 
tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-
milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.32  
                                                          
30 Ibid hlm 33 
31 Amir Ilyas, Ibid hlm 34 
32 https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan diakses pada tanggal 8 februari 2017 pukul 20;18 WITA 
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Pengelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHPidana mulai 
dari Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian Yuridis pengelapan itu 
sendiri diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. Tindak pidana penggelapan 
dikategorikan sebagai berikut: 
a. Dalam Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan biasa 
b. Dalam Pasal 373 KUHPidana tentang penggelapan ringan 
c. Dalam Pasal 374 dan pasal 375 KUHPidana tentang penggelapan 
dengan pemberatan 
d. Dalam Pasal 376 KUHPidana tentang penggelapan dalam keluarga.33 
Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan 
hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak 
pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana adalah: 
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaannya 
bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak Sembilan ratus rupiah34 
 
R. Soesilo35 berpendapat bawha Penggelapan adalah kejahatan 
yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Yang berbeda 
adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada ditangan 
pencuri dan masih harus “diambilnya”. Sedangkan penggelapan waktu 
dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan 
jalan kejahatan. 
 
                                                          
33 Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung, Sinar Grafika,     Cetakan 
ke- 2, hlm. 111   
34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIV ( Buku 2 ) 
35 http://herybastyani.blogspot.co.id/2013/06/analisis-kasus-penggelapan.html diakses pada tanggal 8 februari 2017 
pukul 22:31 WITA 
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Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 321 KUHPidana yang 
ternyata rumusannya sama dengan rumusan tindak pidana 
penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan bukan merupakan 
kejahatan tetapi perbuatan melawan hukum karena diawali dengan 
kejahatan. Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak 
pidana yang terjadi merupakan suatu keharusan. Beberapa tindak 
pidana yang terjadi harus diketahui makna dan devinisinya, tidak  
terkecuali dengan tindak pidana penggelapan 
Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada buku II Bab 
XXIV KUHPidana, terdiri dari 5 pasal yakni pasal 372 sampai dengan 
376 KUHPidana. Salah satunya dalam pasal 372 KUHPidana yang 
berbunyi: 
Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan 
hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian 
merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan 
karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan , 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) 
tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 
(Sembilan ratus rupiah). 
 
Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan 
ini, bahwa:36 
Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan 
karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, 
misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan 
                                                          
36 Tongat. Hukum Pidana Materil, UMM Press. Malang. 2006. Hlm 60 
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sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk 
menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut 
untuk dirinya sendiri secara melwan hukum, maka orang 
tersebut berarti melakukan “penggelapan”. 
 
Penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan 
sebagai suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng,  
menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada 
ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan 
dari hasil kejahatan. 
Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terkait pada 
tindak pidana tersebut tidak terkecuali dengan tindak pidana 
penggelapan. Adami Chazawi menerangkang bahwa perbuatan 
memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah 
ialah pemilik barang tersebut.37. berdasarkan pengertian tersebut 
maka dijelaskan bahwa pelaku melaukkan perbuatan memiliki atas 
suatu barang yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan 
suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan pada 
benda tersebut. 
Penggelapan dalam Jabatan termaksud dalam kategori tindak 
pidana dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh 
orang yang memengang barang itu karena adanya hubungan dengan 
pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah.  
                                                          
37 Adami Chazawi, 2006: Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayu Media. Jakarta. Hlm 73 
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Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 
KUHPidana yang berbunyi: 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya 
terhadap barang itu karena jabatannya atau karena 
pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
 
Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 374 KUHPidana adalah 
sebagai berikut: 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu 
barang yang sama sekali atau sebagian termaksud 
kepunyaan orang lain 
3. Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan 
4. Yang dilakukan oleh orang yang memengang barang itu 
yang berhubung denga pekerjaannya atau jabatannya atau 
karena ia mendapat upah uang. 
Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya 
“hubungan kerja” dan “karena jabatannya”. Yang dimaksud dalam 
hubungan kerja tidak hanya dalam instirusi pemerintahan ataupun 
perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara 
perseorangan. 
Dan dalam pasal 374 KUHPidana tidak menerangkan tindak 
pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak 
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pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi 
tertentu.  
2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan 
Tindak pidana penggelapan atau verduistering dalam pokok diatur 
dalam pasal 372 KUHPidana, dan memiliki unsur sebagai berikut: 
a. Unsur subyektif 
1. Dengan sengaja.  
Unsur ini merupakan satu-satunya  unsur subyektif didalam tindak 
pidana penggelapan yaitu unsur yang melekat pada tindak pidana 
maupun pada prilaku pelakunya. Agar seorang dapat dinyatakan 
sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur yang disyaratkan 
dalam rumusan pasal 372 KUHPidana, maka disidang pengadilan yang 
memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku 
benar-benar: 
a. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara 
melawan hukum. 
b. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda indin dikuasainya 
adalah milik orang lain. 
c. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena 
kejahatan.38 
                                                          
38 Ibid, hlm. 114   
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Kesengajaan yang ditunjukan pada semua unsur yang ada 
dibelakangnya harus dibuktkan dipersidangan. Jika kehendak dan 
pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksudkan dapat 
dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa 
memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak 
pidana penggelapan yang diatur didalam Pasal 372 KUHPidana. Akan 
tetapi bila tidak dapat dibuktikan salah satu dari kehendak  atau 
pengetahuan-pengetahuan terdakwa maka hakim harus menjatuhkan 
putusan bebas. 
2. Unsur melawan Hukum 
Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dan pencurian 
anatara lain: 
a. Tentang perbuatan materiilnya, pada penggelapan adalah mengenai 
perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan 
mengambil. Pada penggelapan unsul memiliki adalah unsur tingkah 
laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan 
disyaratkan padaselesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, 
sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan unsur 
memiliki. 
b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada 
pencurian, benda tersebut berada ditangan pelaku akibat dari 
perbuatan mengambil, berarti benda tersebut dalam kekuasaannya 
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karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan, tidak 
benda tersebut dalam kekuasaanya karena perbuatan-perbuatan 
yang sesuai dengan hukum.39 
b. Unsur Obyektif 
1. Barang siapa 
Menunjukan kepada orang,yang apabila orang tersebut memenuhi 
unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana 
tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang 
bersangkutan.40 
2. Menguasai secara hukum (zich wederrechtellijik toeeigenen) 
Menguasai suatu benda seolah-olah ia pemiiknya. Dimana pelaku 
ingin menguasai milik orang lain untuk kepentingannya sendiri. Apabila 
penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak mana 
benda itu dapat berada dibawah kekuasaannya, maka ini tidak 
memenuhi unsur dalam pasal ini.41 
3. Suatu benda ( eenig goed ) 
Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam 
kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak 
mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya 
                                                          
39 ibid 
40 Lamintang dan Theo Lamintang, op.cit hlm 115 
41 Ibid, hlm 127 
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tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan 
sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. 
Menurut Adami Chazawi dalam penjelasannya mengenai unsur 
ini menjelaskan bahwa: 
Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya 
sebagai adanya suatu hubungan langsung dengan sangat 
erat dengan barang itu, yang menjadi indicator ialah, dia 
dapat melakukannya secara langsung tanpa harus 
melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya 
terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, 
dan tidak mungkin terjadi benda-benda tidak berwujud dan 
tetap.42 
4. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain  
Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil 
haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun 
sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana 
dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada 
pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan.  
Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak 
dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara 
keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang 
dimiliki oleh orang lain. 
3. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan 
                                                          
42 Adami Chazawi, 2006, Kejahatan terhadap Harta Benda. BayuMedia. Jakarta. Hlm 77 
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Tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHPidana, 
tindak pidana penggelapan dibagi menjadi beberapa bentuk: 
a. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok 
Pasal 372 KUHPidana merupakan bentuk tindak pidana 
penggelapan dalam bentuk pokok, yang mengutarakan bahwa: 
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatn diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
Sembilan ratus rupiah.43 
 
Dari rumusan diatas maka unsur-unsur tindak pidana terdiri atas: 
1. Unsur subyektif 
- Dengan sengaja (opzettelijk) 
2. Unsur objektif 
- Barang siapa 
- Menguasai secara hukum 
- Suatu benda 
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain 
- Berada padanya bukan karena kejahatan44 
b. Penggelapan Ringan (geepriviligeerde verduistering) 
                                                          
43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIV ( Buku 2 ) 
44 Lamintan dan theo lamintang op.cit hlm 159 
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Ketentuan penggelapan ringan ini diatur dalam pasal 373 
KUHPidana dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan 
dirumuskan sebagai berikut: 
Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih 
dari dua puluh limarupiah, diancam sebagai penggelapan ringan 
dan denda penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. 45 
 
Adami Chazawi pada bukunya menerangkan bahwa: 
 
Penggelapan yang dimaksud pada pasal 373 KUHPidana menjadi 
ringan, letak dari objeknya bukan ternaknya dan nilainya tidak 
lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak 
tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang 
tidak lebih dari Rp. 250,00. Tersebut, adalah nilai menurut 
umunya, bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.46 
 
c. Penggelapan dengan pemberatan (geequalificeerde verduistering) 
Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam asal 374 dan 375 
KUHPidana, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan adalah 
tindak pidana penggelapan dengan bentuknya pokok oleh karena ada 
unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi 
diperberat. 
Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUHPidana 
yang berbunyi:  
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya 
terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau 
                                                          
45 Ibid 
46 Adami Chazawi, op.cip hlm 94 
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karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun.47 
 
Unsur yang memberatkan ada pasal ini yaitu “hubungan kerja” 
dimana hubungan kerja yang terjadi adanya perjanjian balik secara lisan 
maupun tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya 
hubungan kerja yang terjadi di institusi pemerintahan ataupun 
perusahaan-perusahaan swasta, tetapi terjadi secara perseorangan. 
Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 375 KUHPidana 
menyatakan: 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi 
barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, 
pengurus atau pelaksana wasiat, pengurus lembaga social atau 
yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku 
demikian, diancam pidana pencaja paling lama enam tahun.48 
Penggelapan ini dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena 
kewajibannya sebagai dari akibat dari hubungan orang itu dengan 
barang-barang yang harus diurusnya. 
d. Penggelapan dalam Keluarga 
Diatur dalam ketentuan pasal 376 KUHPidana yang secara tegas 
dinyatakan: “Ketentuan dalam pasal ini”. Ketentuan pasal 376 
KUHPidana yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau 
pembatu tindak pidana tersebut masih dilingkungan keluarga. 
                                                          
47 Ibid 
48 Ibid 
29 
 
Berdasarkan pasal 376 KUHPidana, Tongat49 pada bukunya 
mengemukakan berbagai jenis tindak pidana keluarga sebagai berikut: 
1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain 
melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, 
sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan 
juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya 
mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. 
 
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain 
melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, 
sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak 
terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan 
penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam 
garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap 
mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan 
dari yang dirugikan. 
 
Dengan penjelasan tersebut, ketentuan tentang pasal 376 
KUHPidana, maka penggelapan terhadap keluarga merupakan delik 
aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi 
korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak berwenang. 
C. Pemberatan Pidana karena Jabatan 
Pemberatan pidana karena jabatan yang didasarkan pada 
keadaan yang melekat atau tibul dari jabatan adalah wajara, mengingat 
keadaan-keadaan dari jabatan itu dapat diperlancar atau dipermudah 
terjadinya tindak pidana, dan juga dari orang itu membuktikan niat 
                                                          
49 Adami Chazawi, 2005, Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 79. 
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buruknya yang lebih kuat untuk menwujudkan apa yang dilarang oleh 
undang-undang.50 
D. Perseroan Terbatas (PT) 
1. Pengertian Perseoran Terbatas 
Perseroan terbatas (PT) berasal dari bahasa belanda yaitu 
naamloze vennootschap adalah suatu badan hukum untuk menjalankan 
usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang dapat 
dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. 
Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal 
perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan 
terpisah dari kekayaan pribadi milik perusahaan sehingga memiliki harta 
kekayaan tersendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham 
yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai 
tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. 
Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari 
obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah 
mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau 
ruginya perseoran terbatas tersebut.51 
 
 
                                                          
50 Ibid  
51 http://id.wikipedia.org/wiki/perseoran_terbatas diakses pada tanggal 9 februari 2017 pukul 22:39 WITA 
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E. Pemidanaan 
1. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai 
suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara 
normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana,Koran, dan juga 
masyarakat. 
Pidana dijatuhkan bukan karenatelah berbuat jahat tetapi agar 
pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dengan orang lain dan takut 
melakukan kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan 
dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap 
perencanaan sebagai berikut: 
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang 
b. Pemberian pidana oleh yang berwenang 
c. Pemberin pidana oleh instansi pelaksana yang berwewenang. 
Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli 
untuk menjelaskan secara detail mengenai pemidanaan dan tujuan 
sebenarnya untuk pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami 
Chazawi52 teori pemidanaan dapat digolongkan dala 3 golongan yaitu: 
a. Teori absolut dan teori pembalasan (vergeldings theorien) 
                                                          
52 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,  hlm 95-97 
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b. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien) 
c. Teori gabungan (vernegins theorien). 
 
2. Teori tentang Tujuan Pemidanaan 
Teori tentang tujuan pemidanaan terbagi atas: 
1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theoriem) 
Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana 
adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir 
abad 18 yang menpunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, 
Hegel, Herbart, Sathl, dan Leo Polak. 
Immanuel Kant Mengemukakan bahwa: 53 
Pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu 
syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati 
terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana 
mutlak dijatuhkan. 
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa: 54 
Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan enimbulkan 
ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat 
dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aethesthica harus 
dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat 
pelakunya. 
      
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 
Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari 
pidana terletak pada tujuan pidana itu tersendiri. Pengaruhnya ada pada 
                                                          
53 Ibid hlm 98 
54 Ibid  
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diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar siterpidana dapat berubah 
menjadi orang yang lebih baik dan berguna dimasyarakat. 
Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang 
bersifat pencegahan khusus, yakni: 55 
a. Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk 
menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara 
menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak 
melakukan niatnya. 
b. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditaku-takuti dengan cara 
menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat 
memperbaiki dirinya (reclasering). 
c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka 
penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan tau membuat 
mereka tidak berdaya. 
d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib 
hukum dalam masyarakat. 
 
3. Teori gabungan (verenigings theorien) 
Disamping teori absolut dan teori relative tentang pemidanaan, 
muncul teori berikutnya yang disebut dengan teori gabungan yang 
disatuu pihak mengakui adanya unsur pembalasan hukum pidana, akan 
tetapi dipihak lain juga mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki 
penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini munculkarena 
terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif. 
Dengan munculnya teori gabungan ini, maka muncul perbedaan 
pendapat dikalangan ahli hukum pidana, ada yang menitik beratkan 
                                                          
55 Ibid hlm 99 
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pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan unsur prevensi 
seimbang. 
Teori gabungan kedua yaitu menitikberatkan pada pertahan tata 
tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang 
ditimbulkan dan gunanya juga tidakboleh lebih besar dari pada yang 
seharusnya.56 
3. Jenis-Jenis Pemidanaan 
      
Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidan yang diatur 
dalam pasal 10 KUHPidana yakni: 
1. Pidana pokok 
a. Pidana mati; 
b. Pidana penjara; 
c. Pidana kurungan; dan 
d. Pidana denda. 
2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak-hak tertentu; 
b. Perampasan barang-barang tertentu; 
c. Pengumuman putusan hakim. 
Adapun mengenai kualitifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana 
tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang 
diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. 
Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap 
pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif ( dapat diajtuhkan 
atau tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana 
yang diatur dalam ketentuan pasal 250 bis ( uang kertas Negara yang 
                                                          
56 Ibid hlm 101 
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palsu atau dipalsukan), 261 (menggunakan material pemerintah 
Indonesia untuk kejahatan) dan 275 KUHP (menyimpan bahan atau 
benda untuk melakukan kejahatan) menjadi bersifat imperaktif atau 
keharusan. 57 
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Seperti yang diketahui bahwa dalam pemeriksaan dalam proses 
acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan . selain itu 
putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian 
selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. 
Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu 
perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang ditemui bahwa 
menyelesaikan perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup 
panajng baru bias terselenggara atau selesainya satu perkara 
dipengadilan. 
 Jika hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin 
tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. 
Bahkan sebenarnya tujuan penjatuhan putusan secara luas adalah 
mencari dan menemukan kebenaran materiil. Tujuan akhir dari 
penjatuhan putusan tersebut adalah tujuan seluruh tertib hukum 
                                                          
57 Ibid hlm 107 
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Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, 
tentram, damai, adil, dan sejahtera.58 
 
1. Pertimbangan Yuridis  
Dalam menjatuhkan rumusan, Hakim memiliki pertimbangan yang 
dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan 
hakim berdasarkan fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan 
misalnya dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, barang bukti, 
keterangan terdakwa dan pasal-pasal yang terkait  sedangkan 
pertimbangan non- yuridis adalah dapat dilihat dari perbuatan 
terdakwa,kondisi terdakwa dan agama terdakwa. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Kepastian hukum yang menekangkan agar hukum atau peraturan 
ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi 
hukum/peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada 
kemanfaatan masyarakat.  Didalam  merumuskan sebuah perkara dan 
mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang 
hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan didasarkan alat bukti yang 
ada.  
                                                          
58 https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-
demi-hukum/  diakses pada tanggal 10  februari 2017 pukul 00:10 WITA  
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Faktor-faktor yang dipertimbangkan scara sosiologis oleh hakim 
dalam menjatuhkan semuah putusan adalah: 
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat 
2. Memperlihatkan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai 
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa 
3. Memperlihatkan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku dan diterapkan.  
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa 
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.59 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( yang selanjutnya 
disingkat dengan KUHAPidana ) yang berbunyi: 
Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang 
yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 
 
Hal ini dijelaskan pula dalam pasal 183 KUHAPidana yang 
menyatakan bahwa: 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
                                                          
59 https://juandamauludakbar.wordpress.com/pertimbangan-hakim/ diakses pada 27 februari 2017 
pukul 23:06 wita 
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memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.60 
 
Dalam pasal 183 KUHAPidana dijelaskan bahwa hakim tidak 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah dan terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Didalam pasal 184 KUHAPidana dijelaskan alat bukti 
tersebut yaitu: 
a. Keterangan saksi 
Menurut pasal 1 angka 27 KUHAPidana keterangan saksi adalah  
Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 
keterangan dari saksi mengeanai suatu peritiwa pidana yang 
didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri 
 
b. Keterangan ahli 
Keterangan ahli adalah yang diberikan oleh seseorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang yang diperlukan untuk membuat 
terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. 
c. Bukti surat 
Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang dan digunakan 
sebagai pembuktian. 
d. Petunjuk 
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Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karan persesuaiannya 
baik andata pidana itu sendiri, manandakan bahwa telah terjadi suatu 
tindak pidana dan siapa pelakunya. 
e. Keterangan terdakwa 
 Apa yang terdakwa nyatakan di siding tentang perbuatan yang ia 
lakukan atau ia ketahua sendiri atau alami sendiri disebut dengan 
keterangan terdakwa.61 
Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim 
mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan 
putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai 
darifaktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah 
disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak 
pidana (residive), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan 
faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-
alasan lain yang meringankan. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
61 Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 251 sampai dengan 284 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam peyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan 
mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan pengambilan 
lokasi di Pengadilan Negeri Makassar disebabkan hubungan judul skripsi 
yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan 
lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber 
informasi yaitu hakim pengadilan negeri Makassar yang menangani 
kasus tersebut.  
2. Data sekunder, yaitu data yang peroleh melalui telaah daftar 
pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, dan atau media 
elektronik yang dianggap relevan dengan masalah yang dibahas.  
C. Teknik pengumpulan data 
Demi memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan 
ini, maka penulis mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian pustaka ( Library research) 
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Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data  yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, berupa dari buku 
serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan 
diteliti.   
2. Penelitian lapangan ( field research) 
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara, yaitu wawancara 
(interview) langsung kepada hakim pengadilan negeri Makassar 
yang menangani kasus tersebut. 
D. Analisis data 
Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
akan diolah dan dianalisi berdasarkan rumusan masalah yang telah 
diterapkan sehingga diharapkan dapat mendapatkab gambaran yang 
jelas tentang kesimpulan hasil penelitian yang dicapai. Dan kemudian 
dijelaskan secara deskriptif yaitu menjelaskan,meguraikan dan 
mengambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian guna 
memberikan pemahaman dan hasil penelitian nantinya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana 
Penggelapan dalam Jabatan 
Pada Bab Ini penulis akan memaparkan dan menganalisis 
hukum pidana dalam penaganan tindak pidana terhadap penggelapan 
dalam jabatan. 
1. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap                      : Muhammad Syarif 
Tempat Lahir                        : Gowa 
Umur/Tanggal Lahir              : 40 tahun / 03 desember 1974 
Jenis Kelamin                       : Laki-laki 
Kebangsaan                         : Indonesia 
Tempat Tinggal            :  Jl. Petta Ponggawae No 73    Makassar 
Agama                                 : Islam 
Pekerjaan                            : Tukang Ojek 
Pendidikan                          : SMEA 
2. Posisi Kasus 
Posisi kasus dalam Putusan Nomor 739/Pid.B/2015/PN.Mks 
adalah awalnya sebagai berikut: 
43 
 
Terdakwa selaku kepala gudang PT. Mojong Mitra maju 
memiliki tugas dan tanggung jawab atas keluar dan masuknya serta 
menjaga barang dalam gudang food perusahaan PT. Mojong Mitra 
Maju. 
Kemudian dengan perintah saksi Irzan mengeluarkan barang 
produk merica merk LADAKU sebanyak 200 karton dengan harga Rp. 
460.800,- / karton dengan total Rp. 92.160.000,- ( Sembilan puluh dua 
juta seratus enam puluh ribu rupiah ) dari gudang PT. Mojong Mitra 
Maju tanpa DO atau invois, kemudian terdakwa menyuruh saksi Fery 
dan saksi Arsil untuk membawa barang tersebut dimana terdakwa 
mengetahui melanggar aturan prosedur order barang yang seharusnya 
sales turun kelapangan mencari pesanan kemudian sales membuat 
surat orderan yang dimasukkan ke bagian administrasi, selanjutnya 
bagian administrasi menerbitkan faktur / invois warna merah, putih dan 
hijau. Faktur/ invois warna kuning diserahkan kebagian gudang, faktur 
merah, putih dan hijau diserahkan kepada bagian control pengantaran. 
Namun terdakwa telah mengeluarkan barang dari gudang tanpa 
adanya faktur/invois dan memberikan kesempatan kepada saksi Irzan 
untuk mengambil/mengorder barang tidak sesuai dengan peraturan 
perusahaan. 
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Atas perbuatan terdakwa, PT Mojong Mitra Maju mengalami kerugian 
materi sebesar Rp. 92.160.000,- ( Sembilan puluh dua juta seratus 
enam puluh ribu rupiah ) . 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Primair 
Bahwa terdakwa Muhammad Syarif bersama-sama dengan 
Irzan Soebhan (berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 07 
juni 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 
2014, bertempat di PT. Mojong Mitra Maju Makassar Jalan Kapasa 
Raya RK 12 No. 3 (Kawasan Insdustri) Makassar atau setidak-
tidaknya disuatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa dengan sengaja dan 
melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada terdakwa bukan karena 
kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap 
barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian 
atau karena mendapat upah, yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan pekerjaan tersebut, sengaja 
membantu melakukan kejahatan itu dan dengan sengaja memberi 
kesempatan, untuk melakukan kejahatan itu, yang dilakukan terdakwa 
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
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- Bahwa terdakwa Muhammad Syarif memiliki tugas dan tanggung 
jawab atas keluar dan masuknya sert menjaga barang dalam 
gudang food perusahaan PT. Mojong Mitra Maju, sedangkan Irzan 
Soebhan (berkas perkara terpisah) selaku supervisior PT. Mojong 
Mitra Maju memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi 
kinerja team salesman, monitoring target penjualan, monitortagihan 
team sales dan mema   ksimalkan program promosi pada PT. 
Mojong Mitra maju yang bergerak dalam bidang distributor produk 
konsumen makanan, dan mendapat upah/ gaji dari PT. Mojong 
Mitra Maju. 
- Bahwa terdakwa Muhammad Syarif selaku kepala Gudang PT. 
Mojong Mitra Maju sejak tahun 2008 mendapat gaji sebesar Rp. 
4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Irzan 
Soebhan selaku supervisior PT. Mojong Mitra Maju sejak tahun 
2006 mendapat gaji pokok Rp. 3.7000.000,- (tiga juta tujuh ratus 
ribu rupiah) ditambah gaji tunjangan operasional sebensar Rp. 
800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). 
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa 
Muhammad Syarif atas permintaan Irzan Soebhan mengeluarkan 
barang produk merica merek ladaku sebanyak 200 karton dengan 
harga Rp. 460,800,-/ karton dengan totoal harga sebesar Rp. 
92.160.000,-,(sembiln puluh dua juta seratus enam puluh ribu 
rupiah) dari gudang PT. Mojong Mitra Maju tanpa DO atau Invois, 
kemudian terdakwa Muhammad Syarif menyuruh saksi fery untuk 
mengambil barang tersebut tanpa DO / tanpa faktur dari dalam 
gudang lalu saksi Fery dan saksi Arsil mengangkut barang tersebut 
naik keatas mobil pengantar, dimana hal tersebut terdakwa 
Muhammad syarif mengetahui adalah melanggar aturan dan tidak 
dibenarkan oleh perusahaan PT. Mojong Mitra Maju, yang 
seharusnya prosedur order barang di PT. Mojong Mitra Maju yaitu 
sales turun ke lapangan untuk mencari pesanan orderan, kemudian 
sales membuat surat orderan yang dimasukkan ke bagian 
administrasi, selanjutnya bagian administrasi menerbitkan 
faktur/invois ( merah, putih, hijau dan kuning ), faktur/invois warna 
kuning diserahkan ke bagian gudang, sedangkan untuk faktur/invois 
warna merah, putih, dan hijau diserahkan kepada bagian control 
pengantaran selanjutnya bagian control pengantaran barang 
menyerahkan faktur/invois warna hijau kepada bagian pengantaran 
barang untuk pengabilan barang digudang dan setelah barang telah 
dikeluarkan oleh gdang bagian pengantaran mengambil faktur/ 
invois warna hijau tersebut ke bagian control pengantaran dan 
selanjutnya pihat control pengantaran menyerahkan faktur/invois 
warna merah dan putih untuk pengantaran selanjutnya barang 
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diantar sesuai faktur/invois, faktur/invois merah diserahkan kepada 
took yang pembayaran barang belm lunas sedangkan faktur/invois 
putih diserahkan kepada took yang pembayarannya telah lunas, 
manum terdakwa Muhammad Syarif telah mengeluarkan barang 
dari gudang tanpa adanya faktur/invois dan memberi kesempatan, 
membantu Irzan Soebhan melakukan pengambilan/mengorder 
barang tidak sesuai dengan aturan perusahaan dan uang hasil 
penjualan dari barang/produk tersebut tidak disetor ke PT. Mojong 
Mitra Maju, sehingga kerugian yang dialami PT. Mojong Mitra Maju 
adalah Rp. 92.160.000,-,(Sembilan puluh juta seratus enam puluh 
ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
daam asal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 
56 KUHPidana. 
Atau 
Subsidair 
Bahwa terdakwa Muhammad Syarif bersama-sama dengan 
Irzan Soebhan (berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 07 
Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 
2014, bertempat di PT. Mojong Mitra Maju Makassar Jalan kapasa 
Raya RK 12 No.3 (kawasan Industri) Makassar atau setidak-tidaknya 
di suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa dengan sengaja melawan 
hukum memiliki barang yang seluruhnyan atau sebagian kepunyaan 
orang lain dan barang itu ada pada terdakwa bukan karena kejahatan, 
yang melakukan, yang menyuruh melakukan kejahatan itu dan dengan 
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sengaja memberi kesempatan, untuk melakukan kejahatan itu, yang 
dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Muhammad 
Syarif atas perintah Irzan Soebhan mengeluatkan barang produk 
merk Ladaku sebanyak 200 karton dengan harga Rp. 460.800,-/ 
karton dengan total harga sebesar Rp. 92.160.000,-,(Sembilan 
puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) darigudang PT. 
Mojong Mitra Maju tanpa DO atau invois, kemudian terdakwa 
Muhammad Syarif menyuruh saksi Feri untuk mengambil barang 
tersebut tanpa faktur/DO dari dalam gudang lalu saksi Fery danZrsil 
mengangkut barang tersebut naik ke mobil pengantar, dimana hal 
tersebut terdakwa Muhammad Syarif mengetahui adalah melanggar 
aturan dan tidak dibenarkan oleh perusahaan PT. Mojong Mitra 
Maju, yang seharusnya prosedur order barang PT. Mojong Mitra 
Maju yaitu sales turun ke lapangan untuk mencari pesanan orderan, 
kemudian sales membuat surat orderan yang dimasukkan ke bagian 
administrasi, selanjutnya bagian administrasi menerbitkan 
faktur/invois ( merah, putih, hijau dan kuning ), faktur/invois warna 
kuning diserahkan ke bagian gudang, sedangkan untuk faktur/invois 
warna merah, putih, dan hijau diserahkan kepada bagian control 
pengantaran selanjutnya bagian control pengantaran barang 
menyerahkan faktur/invois warna hijau kepada bagian pengantaran 
barang untuk pengabilan barang digudang dan setelah barang telah 
dikeluarkan oleh gdang bagian pengantaran mengambil faktur/ 
invois warna hijau tersebut ke bagian control pengantaran dan 
selanjutnya pihat control pengantaran menyerahkan faktur/invois 
warna merah dan putih untuk pengantaran selanjutnya barang 
diantar sesuai faktur/invois, faktur/invois merah diserahkan kepada 
toko yang pembayaran barang belm lunas sedangkan faktur/invois 
putih diserahkan kepada took yang pembayarannya telah lunas, 
manum terdakwa Muhammad Syarif telah mengeluarkan barang 
dari gudang tanpa adanya faktur/invois dan memberi kesempatan, 
membantu Irzan Soebhan melakukan pengambilan/mengorder 
barang tidak sesuai dengan aturan perusahaan dan uang hasil 
penjualan dari barang/produk tersebut tidak disetor ke PT. Mojong 
Mitra Maju, sehingga kerugian yang dialami PT. Mojong Mitra Maju 
adalah Rp. 92.160.000,-,(Sembilan puluh juta seratus enam puluh 
ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 
Pasal 56 KUHPidana. 
 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka jaksa penuntut 
umum dalam perkara ini menuntut supaya Hakim / Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara 
ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa Muhammad syarif bersalah melakukan 
tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan” sebagaiana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHPidana seperti tersebut dalam dakwaan primair. 
 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Syarif dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap 
berada dalam tahanan. 
 
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
5. Amar Putusan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis 
tanggal 06 Agustus 2015, oleh Hakim R. Bernadette Samosir, SH 
selaku Hakim Ketua Majelis, Sapruddin, SH. dan Imam Supriyadi. 
SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Telah menjatuhkan 
putusan terhadap terdakwa Muhammad Syarif. Putusan tersebut 
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dibacakan dalam persidangan yang dibuka untuk umum oleh Majelis 
Hakim  dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh 
Irbar Soehoepi, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan dihadiri oleh Dra. A. Haerani Ada,, SH., sebagai 
Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syarif telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan 
dalam jabatan” 
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut diatas dengan pidana 
penjara selama 7 (tujuh) bulan 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan 
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah) 
 
6. Analisis Penulis 
Berdasarkan putusan kasus Nomor 739/Pid.B/2015/PN.Mks 
menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Syarif terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 374 KUHPidana yang berbunyi: 
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Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya 
terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau 
karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
 
Dalam kasus ini terdakwa didakwakan pasal 374 KUHPidana 
mengenai penggelapan dalam jabatan dan pasal 55 ayat (1) 
KUHPidana mengenai turut serta karena telah sesuai dengan posisi 
kasus diatas, terdakwa terbukti bersalah karena dengan sengaja dan 
dengan sadar menggelapkan atau mengeluarkan barang tanpa melalui 
prosedur yang resmi dari gudang distributor makanan PT. Mojong 
Mitra Maju atas jabatan yang dipegangnya dan turut serta membantu 
saudara Irzan Soebhan (berkas perkara terpisah) dalam menjalankan 
kejahatannya. Sehingga terdakwa terbukti telah memenuhi unsur yang 
terdapat  pada pasal 374 KUHPidana dan pasal 55 ayat (1) 
KUHPidana. 
Unsur dalam pasal 374 KUHPidana yang meliputi: 
1. Barang siapa; 
2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesatu 
yang seluruhnya atau sebagian ialah kepunyaan orang lain, 
dimana barang itu ada didalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan; 
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3. Dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang 
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian 
atau arena mendapat upah untuk itu. 
     Unsur dalam pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang meliputi: 
1. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut 
serta melakukan. 
Maka menurut penulis, dakwaan yang dijatuhkan kepada 
terdakwa yaitu pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) sudah 
tepat dan telah memenuri unsur melawan hukum. Tetapi penjatuhan 
hukuman selama 7 (tujuh) bulan lebih ringan daripada tuntutan 
jaksa yaitu 1 (satu) tahun kepada terdakwa dianggap sudah tepat 
menurut penulis karena terdakwa juga tidak menikmati hasil dari 
perbuatan tersebut. 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 
Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2015PN.Mks 
Mengenai kasus yang diteliti, dalam putusan majelis hakim 
dimana terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Adapun 
pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam 
jabatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut: 
Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah 
didakwa oleh penuntut umum melakukan kejahatan sebagai mana 
dalam dakwaan primair pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) 
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KUHP Jo. Pasal 56 KUHPidana atau subsidair pasal 372 KUHPidana 
Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 KUHPidana; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengan keterangan 
beberapa orang saksi atas sumpah menurut agaanya masing-masing 
antara lain bernama Ardyanto Somangkey,Yenni,Yohanes Edizon alias 
Fery, Muh Arsil Tamrin, Irzan Soebhan; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan 
diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan 
oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah 
dibuat pada saat terdakwa melakukan kejahatan tersebut; 
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan yang pokoknys sebagai berikut; 
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mojong Mitra maju sekitar 15 
Tahunan 
- Bahwa terdakwa kenal dengan Adryanto alias Anto, Irzan soebhan 
alias Irsan adalah mantan rekan kejan terdakwa di PT. Mojong Mitra 
Maju 
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. Mojong Mitra Maju selaku 
kepala gudang. 
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab menerima dan 
mengeluarkan barang dari gudang. 
- Bahwa barang yand ada didalam gudang terdakwa adalah barang 
jenis food dan non food diantaranya tissue paseo dan merica bubuk 
merek ladaku. 
- Bahwa barang dapat keluar dari gudang apabila ada faktur warna 
kuning dari bagian admin dan selanjutnya sopir baru dapat 
mengangkutbarang apabila memiliki faktur warna hijau. 
- Bahwa terdakwa pernah mengeluarkan barang dari gudang tidak 
sesuai dengan prosedur perusahaan hanya sekali yaitu barang jenis 
merica bubuk merk ladaku. 
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 10.00 wita Irzan mendatangi 
terdakwa di gudang dan meminta mengeluarkan barang jenis 
merica bubuk merk ladaku sebanyak 200 (dua ratus) karton, pada 
awalnya terdakwa tidak bersedia untuk mengeluarkan barang 
tersebut karena tidak ada nota namun Irzan memaksa terdakwa dan 
menjanjikaan bahwa nota barang tersebut nanti menyusul dan irzan 
juga berkata “masa kau tidak percaya saya, na saya supervisior 
mu”. Karena Irzan jabatannya lebih diatas dan termaksud karyawan 
sudah lama dan tidak pernah berbuat kesalahan sehingga terdakwa 
bersedia mengeluarkan barang yang diminta Irzan tersebut. 
- Bahwa terdakwa yang menyuruh Fery untuk mengambil barang 
tersebut dari gudang ke pintu gudang dan terdakwa sempat 
mengecek jumlah barang tersebut pas 200 (dua ratus) karton dan 
53 
 
kemudia Fery dan Arsil mengangkut barang tersebut naik kemobil 
pengantar dan Irzan juga yang mengawasi penangkutan barang 
tersebut ke mobil pengantar. 
- Bahwa terdakwa pernah konfrimasi kepada Irzan mengenai faktur 
barang tersebut, sekita tanggal 20 juni 2014 terdakwa sempat 
menyanyakan hal tersebut via telfon namun Irzan menjawab “nanti 
hari seninpi saya bikinkan nota, nanti saya yang berurusan dengan 
kasir, nanti langsung bayar kes”. 
- Bahwa saat barang keluar terdakwa tidak sempat melaporkan hal 
tersebut ke pihak perusahaan, nanti setelah Irzan sudah tidak 
masuk kantor dan tidak diketahui keberadaannya selama dua hari 
barulah terdakwa melaporkan hal tersebut kr Sdri. Yenni. 
- Bahwa pihak PT. Mojong Mitra Maju tidak membenarkan tidak 
membenarkan hal tersebut. 
Menimbang, bahwa berdasaekan uraian diatas, maka 
didapatlah fakta-fakta persidangan, dimana keterangan para saksi 
yang didengan dibawah sumpah anatar yang satu dengan yang 
lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan 
terdakwa serta dengan diajukannya barang bukti dipersidangan maka 
unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan pertama atau 
kedua jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh terdakwa; 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 
rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka 
terdakwa dinyatakan terbukti dan majelis yakin akan kesalahan 
terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan 
kedua jaksa penuntut umum; 
Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka majelis akan 
mempertimbangkan sebagai berikut; 
Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alas an 
penghapusan pidana baik alas an pembenar maupun alsan pemaaf 
dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa haruslah 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
perbuatan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi piana maka 
terdakwa dibebani pula untuk membayar perkara; 
Menimbang, oleh karena pidana yang yang akan dijatuhkan 
masih melebihi masa penahan yang sudah dijalani terdakwa, maka 
majelis memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan 
haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa; 
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Menimbang, bahwa status barang bukti yang diajukan 
kepersidangan akan ditentukan dalam amar putusan; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada 
terdakwa terlebih dahulu mejelis perlu mempertimbangkan hal-hal 
yang ada pada diri terdakwa bail hal-hal yang memberatkan maupun 
hal-hal yang meringankan terdakwa; 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Mojong Mitra maju sebesar Rp. 
92.160.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu 
rupiah); 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 
- Terdakwa sopan dalam persidangan; 
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya; 
 
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, 
sampailah kepada pembuktian unsur-unsur perbuatan pidana yang 
didakwakan. Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan 
dakwaan melakukan erbuatan pidana diatur dan diancam pidana 
menurut primair pasal 347 KUHPidana. 
 
Unsur dalam pasal 374 KUHPidana adalah sebagai berikut: 
a. Barang siapa 
b. Dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu barang 
yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain 
c. Yang ada padanya bukan karena kejahatan melainkan 
karena pekerjaannya atau jabatannya, atau karena ia 
mendapat upah uang. 
Ad. 1. Unsur barang siapa 
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk 
kepada subjek hukum atau subjek pelaku/siapa pelaku 
yang mempunyai isentitas sebagimana dalam surat 
dakwaan dan dalam persidangan ini Lk. Muhammad 
Syarif, diajukan sebagai terdakwa atau subjek hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya yang 
dapat terlihat dari sepanjang persidangan perkara 
dilangsung, keadaan, sikap terdakwa telah dewasa, tidak 
dalam keadaan gila dan dapat mengikuti persidanga, 
dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang 
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diajukan kepadanya, oleh karena itu unsur ini telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan menurut hukum. 
 
Ad.2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum 
memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagianadalah kepunyaan orang lain, dimana barang 
itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 
 
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 
menunjukkan bahwa terdakwa Muhammad Syarif selaku 
kepala gudang PT. Mojong Mitra Maju memiliki tugas dan 
tanggung jawab atas keluar masuknya serta menjaga 
barang dalam gudang food perusahaan PT.Mojong Mitra 
Maju sejak tahun 2008 sedangkan Lk. Irzan Soebhan 
(berkas perkara terpisah) selaku supervisior kinerja PT. 
Mojong Mitra Maju memiliki tugas dan tanggung jawab 
untuk mengawasi kinerja team salesmen, monitoring target 
penjualan, monitor penangihan team sales dan 
memaksimalkan program promosi pada PT. MOjong Mitra 
Maju yang bergerak dibidang distributor produk konsumen 
makanan dan pada hari sabtu tanggal 07 juni 2014 
bertempat di PT. Mojong Mitra Maju Makassar Jalan 
Kapasa Raya RK 12 No. 3 (kawasan industri) Makassar 
atas permintan Lk. Irzan Soebhan menyuruh terdakwa 
Muhammad Syarif untuk mengeuarkan barang produk 
merica merk ladaku sebanyak 200 (dua ratus) karton 
dengan harga Rp. 460.800,-/karton dengan total sebesar 
Rp. 92.160.000,-,(Sembilan puluh dua juta seratus enam 
puluh ribu rupiah) dari gudang PT. Mojong Mitra Maju 
tanpa DO atau tanpa faktur/invois, dimana hal tersebut 
sebelumnya terdakwa mengethui adalah melanggaran 
aturan dan tidak dibenarkan oleh perusahaan PT. Mojong 
Mitra Maju , dan lk. Irzan Soebhan bukan atasan langsung 
terdakwa yang harus melaksanakan perintah tersebut, 
namun terdakwa malah menyuruh saksi Fery untuk 
mengambil barang tersebut tanpa DO/ tanpa faktur (invois) 
dari dalam gudang lalu saksi Fery dan Saksi Arsil 
mengangkat barang naik kemobil oengantar, yang 
seharusnya prosedur/mekanisme order barang dari PT. 
Mojong Mitra Maju sudah ada yaitu sales turun kelapangan 
untuk mencari pesanan orderan, kemjdia sales membuat 
surat orderan yang dimasukan kebagian administrasi , lalu 
bagian administrasi menerbitkan faktur/invois 
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(merah,outih,hijau dan kuning) untuk faktur warna kuning 
diserahkan ke bagian gudang, sedangkan untuk faktur 
warna merah, putih, dan hijau diserahkan ke bagian 
gudang, sedangkan untuk faktur warna merah, putih dan 
hijau diserahkan kebgian control pengantaran selanjutnya 
bagian control pengantaran enyerahkan faktur/invois 
warna merah dan putih untuk pengantar dan barang 
diantar sesuai faktur/invos, faktur/invois merah diserahkan 
kepada took yang pembayarannya belum lunas sedangkan 
faktur/invois outih diserahkan kepada took yang 
pembayaran barang telh lunas, namun terdakwa malah 
membantu Irzan Soebhan melakukan pengambilan barang 
tanpa faktur /invois , melanggaran peraturan perusahaan 
dan uang hasil penjualan dari barang/produk tersebut 
diambil diambil oleh lk. Irzan soebhan untuk keperluan 
pribadinya dan tidak disetor ke PT. Mojong Mitra Maju 
sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Mojong Mitra 
Maju adalah Rp. 92.160.000,-,(Sembilan puluh dua juta 
seratus enam puluh ribu rupiah), maka dengan demikian 
unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum. 
 
 
 
Ad. 3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan 
melainkan karena pekerjaannya atau jabatannya, atau 
karena ia mendapat upah uang 
 
Berdasarkan fakta terungkap dipersidangan menunjukan 
bahwa terdakwa Muhammad Syarif selaku kepala gudang 
PT. Mojong Mita Maju memiliki tugas dan tanggung jawab 
atas keluar dan masuknya serta menjaga barang dalam 
gudang food perusahaan PT. Mojong Mitra Maju sejak 
tahun 2008 dan mendapat gaji sebesar Rp. 4.300.000,- 
(empat juta tiga ratus ribu  rupiah) per bulan dimana pada 
hari sabtu tanggal 07 juni 2014 bertempat di PT. Mojong 
Mitra Maju Makassar jalan Kapasa Raya RK 12 No 3 
(kawasan industry) Makassar terdakwa Muhammad Syarif 
mengeluarkan barang produk merica bubuk merk Ladaku 
sebanyak 200 karton dengan harga Rp. 460.800,-/karton 
dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 92.160.000,-
,(Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) 
dari gudang PT. Mojong Mitra Maju tanpa DO atau tampa 
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faktur/invois, dimana hal tersebut melanggar aturan dan 
tidak dibenarkan oleh perusahaan PT. Mojong Mitra Maju, 
namun terdakwa malah menyuruh saksi Fery untuk 
mengambil barang tersebut tanpa DO/tanpa faktur (invois) 
dari dalam gudang lalu saksi Fery dan saksi Arsil 
mengangkut barang tersebut naik ke mobil pengantar, 
namun terdakwa malah membantu Irzan Soebhan 
melakukan pengambilan barang tanpa faktur/invois, 
melanggar peraturan perusahaan dan uang hasil 
barang/produk tersebut diambil oleh lk. Irzan Soebhan 
untuk keperluan pribadina dan tidak disetor ke PT. Mojong 
Mitra Maju, sehingga kerugian yang dialami PT. Mojong 
Mtra Maju adalah Rp.92.160.000,-,( Sembilan puluh dua 
juta setarus enam putuh ribu rupiah), maka dengan deikian 
unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
 
Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan 
 
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan  
mennjukan adanya kerja sama antara terdakwa dengan 
Irzan Soebhan yaitu terdakwa Muhammad Syarif selaku 
kepala gudang PT. Mojong Mitra Maju memiliki tugas dan 
tanggungjawab  atas keluar masuknya serta menjaga 
barang dalam gudang food PT. Mojong Mitra Maju sejak 
tahun 2008 sedangkan lk. Irzan Soebhan (berkas perkara 
terpisah) selaku supervisior PT. Mojong Mitra Maju memiliki 
tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kinerja team 
salesmen, monitoring target penjualan, monitoring tagihan 
team sales dan memaksimalkan program promosi pada PT. 
Mojong Mita Maju yang bergerak dalam bidang distributor 
produk makanan dan pada hari sabtu 07 juni 2014 
bertempat di PT. Mojong Mitra maju Makassar jalan kapasa 
Raya RK 12 No. 3 (kawasan industry) Makassar atas 
perintah lk. Irzan Soebhan terdakwa Muhammad Syarif 
mengeluarkan barang produk merica bubuk merk Ladaku 
sebanyak 200 karton dengan harga Rp. 460.800,-/karton 
dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 92.160.000,-
,(Sembilan puluh dua juta setarus enam puluh ribu rupiah) 
dari gudang PT. Mojong Mitra Maju tanpa DO atau tanpa 
faktur/invois, dimana hal tersebut sebelumnya terdakwa 
mengetahui adalah melanggar aturan dan tidak dibenarkan 
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oleh perusahaan PT. Mojong Mitra Maju, malah terdakwa 
membantu Irzan Soebhan dengan terdakwa memanggil 
Fery dan Arsil untuk melakukan pengantaran barang tanpa 
dilengkapi faktur/invois dan Irzan soebhan adalah bukan 
atasan langsung terdakwa dan uang hasil penjualn dari 
barang/produk tersebut diambiloleh lk. Irzan Soebhan untuk 
keperluan pribadinya dan tidak disetor ke PT. Mojong Mitra 
Maju, sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Mojong 
Mitra Maju adalah Rp. 92.160.000,-,(Sembilan puluh dua 
juta seratus enam puluh ribu rupiah), maka dengan 
demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
 
1. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan 
akhir (vonis), aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap 
tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling dalam 
putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian perbuatan terdakwa terhadap unsur-unsur tindak pidana. 
Dalam kasus putusan nomor 739/Pid.B/2015/PN.Mks terdakwa 
Muhammad Syarif dinyatakan  dalam persidangan oleh majelis hakim 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan 
dalam jabatan.  
Dalam putusan perkara nomor 739/Pid.B/2015/PN.Mks hakim 
menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Muhammad Syarif dengan 
7 (tujuh) bulan penjara , 3 (bulan) lebih rendah dari tuntutan jaksa 
penuntut umum. Menurut penulis penjatuhan hukuman terdakwa 
tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan pidana dalam pasal 374 
KUHPidana yaitu 5 (lima) tahun penjara. 
Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan 
tersebut dirasa sudah tepat dikarenakan terdakwa turut serta dalam 
kejahatan yang dilakukan oleh saudara Irzan Soebhan (Berkas 
terpisah) dengan menggunakan jabatan yang ia miliki untuk 
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mengeuarkan barang dari gudang PT Mojong Mitra Maju tanpa melalui 
prosedur yang resmi.  
Akan tetapi hakim dalam pertimbangannya telah 
mepertimbangkan terdakwa sesuai  dengan apa yang memberatkan 
maupun hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang meringankan adalah: 
1. Terdakwa belum pernah dihukum 
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 
3. Terdakwa sopan dalam persidangan 
4. Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya 
Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa 
mengakibatkan perusahaan tempat terdakwa bekerja mengalami 
kerugian materill. Hakim dalam pertimbangannya juga 
mempertimbangankan juga memperhatikan dakwaan penuntut umum, 
saksi dan terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan serta 
unsur-unsur tindak pidana terdakwa berdasarkan pertimbangan 
yuridis. 
Menurut penulis tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa 
sudah tepat karena pada kasusnya, terdakwa hanya membantu saksi 
dan tidak mendapatkan hasil dari pengambilan barang tersebut. Akan 
tetapi hakim dalam proses pengambilan keputusan sudah sesuai yaitu 
dalam mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap 
kasus ini berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang kemudian 
majelis hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawab 
pidananya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan diatas 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap 
pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang 
menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan 
sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 sudah tepat. Hal itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada 
dalam persidangan, alat bukti dan keterangan para saksi. Serta 
terdakwa dianggap sehat secara jasmani dan rohani sehingga 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis  Hakim dalam menjatuhkan 
hukuman dalam Putusan Nomor 739/Pid.B/2015/PN.Mks di nilai 
sudah tepat. Selain itu, kenyataan yang diperolah dari persidangan 
bahwa terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya sehingga 
hukuman selama 7 ( bulan ) lebih ringan 3 (tiga) bulan dari tuntutan 
jaksa dirasa sudah tepat mengingat terdakwa sama sekali tidak 
menikmati hasil dari kejahatan tersebut. 
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B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas makan penulis memberikan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Penerapan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan 
kejahatan sebisa mungkin diberikan hukuman yang setimpal 
dengan perbuatannya, agar memberikan efek jera dan tidak 
melakukan kembali kesalahannya dikemudian hari. 
2.   Hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjatuhkan 
putusan. Jadi seorang hakim dalam memutuskan perkara harus 
seadil berdasarkan informasi atau fakta-fakta yang ada dalam 
persidangan agar  masing-masing dari pihak tidak  merasakan 
ketidakadilan yang akhirnya akan menyebabkan ketidakpercayaan 
masyarakat kepada penegak hukum dinegara kita. 
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